GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 188.4/6/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran BAB I huruf C
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dacrah, perlu menunjuk Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran
2023;

. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Keputusan ini

dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2023;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Papua tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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3.

5.

0.

10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001  Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2C04 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6730);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

172

13.

14.

- Peraturan  Pemerintah  Nomor 107 Tahun 2021 tentang

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan  Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tecknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN :

Menunjuk/mengangkat :

Nama : Dr. NUS WEYA, S.PAK., SE., MM

NIP : 19780908 200502 1 006

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Provinsi Papua sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023.

Pcjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD dan rancangan Pertanggungjawaban APBD :

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah diatur dalam peraturan daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD;

c¢. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Fungsi :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA SKPD;

c¢. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk  teknis  pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

[. menetapkan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
dacrah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berwenang :

a.
. menectapkan anggaran kas;
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mengelola investasi;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

. membuka rekening Kas umum daerah;

. membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

. menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertangeungjawaban pelaksanaan APBD.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua.

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 Januari 2023

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAL/XBIRO HUKUM,

7 Cosnu

1\ 7

SOFIA BOKSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

I. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

o

Menteri Keuangan RI di Jakarta;

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;

()

4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
S. Ketua Badan Pengawasan Keuangan di Jakarta;

6. Ketua BPK Provinsi Papua di Jayapura;

~l

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua DPR Papua di Jayapura;

9. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;

10. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;

11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua
di Jayapura;

12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.




